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Abstract

Primary Health Care in Semarang City still experience problems related to the implementation of BLUD, especially in budgeting planning. The purpose of the study was to analyze budgeting planning at the Halmahera and Ngesrep Primary Health Care in Semarang City, inhibiting and supporting factors, as well as efforts to overcome the inhibiting factors.
This type of research is qualitative, with informants from the primary health care and city health office elements. Data obtained through interviews and documentation. Qualitative data analysis.
The results of the study (1) budgeting planning at the Halmahera and Ngesrep Primary Health Care in Semarang City has not been maximized; (2) The inhibiting factors include regulations, services, human resources, finance, infrastructure, leadership, health center management. While supporting factors include services, HR, financial, support for the City Health Office; and (3) Efforts to overcome obstacles include internal and external efforts.

Research suggestions are health office together with BPKAD and primary health care to hold workshops or workshops related to the preparation of documents and reports needed by primary health care; a legal umbrella is issued; organizing financial and administrative training; and facilitate the recruitment of accounting personnel
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Abstrak
Puskesmas-puskesmas di Kota Semarang masih mengalami kendala terkait penerapan BLUD, khususnya dalam perencanaan penganggaran. Tujuan penelitian menganalisis perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya mengatasi faktor penghambat. 

Jenis penelitian adalah kualitatif, dengan informan dari unsur puskesmas Dinas Kesehatan Kota, dan BPKAD. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian (1) perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang belum maksimal; (2) Faktor penghambatnya meliputi regulasi, pelayanan, SDM, keuangan, sarana prasarana, kepemimpinan, manajeman puskesmas. Sementara faktor pendukung meliputi pelayanan, SDM, keuangan, dukungan Dinas Kesehatan Kota; dan (3) Upaya mengatasi hambatan mencakup upaya internal dan upaya eksternal.
Saran penelitian adalah Dinkes Kota Semarang bersama BPKAD dan Puskemas menyelenggarakan workshop atau lokakarya terkait penyusunan dokumen dan laporan yang dibutuhkan puskesmas; diterbitkan payung hukum; menyelenggarakan pelatihan keuangan dan administrasi; dan memfasilitasi untuk merekrut tenaga akuntansi 
Kata kunci: 
perencanaan anggaran, BLUD, puskesmas
Pendahuluan 
Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berpeluang untuk dapat meningkatkan pelayanannya ke masyarakat. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) mengharapkan puskesmas dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK-BLUD ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik [1].

Kinerja BLUD Puskesmas dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang efektif, yaitu anggaran direncanakan sedemikian rupa sejalan dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga selaras dengan program dan tujuan organisasi. Perencanaan anggaran yang efektif juga menunjukkan tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) alokasi belanja, serta disusun berbasis kinerja, logis, dan terukur. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang efektif juga akan menjadi alat manajemen yang efektif [2].

Menyusun perencanaan anggaran bukanlah pekerjaan mudah. Banyak organisasi publik, termasuk BLUD Puskesmas yang mengalami masalah terkait perencanaan anggaran, seperti penyerapan anggaran rendah, data pendukung dalam perencanaan anggaran kurang lengkap, salah akun, pagu anggaran terlalu rendah/tidak sesuai harga pasar, adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah (eskalasi), tidak mengalokasikan/ menganggarkan biaya pendukung dan administrasi pengadaan; Term of Reference (TOR) salah/tidak lengkap; Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan satuan biaya; dan tidak adanya formalisasi rencana penarikan dana [3]. Permasalah-permasalahan tersebut pada akhirnya menyebabkan kinerja organisasi kurang maksimal yang berakibat pada menurunnya mutu pelayanan publik.
Pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Kesehatan Kota pada tahun 2016 berencana menjadikan semua puskesmas di Kota Semarang menjadi BLUD, dan terealisasi pada tahun 2017. Kenyataannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BLUD Puskesmas di Kota Semarang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, antara lain masih adanya ketidaksesuaian antara masalah dengan target program/kegiatan dalam penyusunan RBA; kesulitan dalam melakukan perubahan anggaran, bahkan aturan mengenai aturan perubahan anggaran belum dipahami dengan baik; kesulitan dalam merencanakan anggaran karena pendapatan dan pengeluaran sering meleset; bendahara puskesmas dan manajer keuangan puskesmas masih mengalami kesulitan dalam hal PPK-BLUD sesuai peraturan yang berlaku, meski sudah dilakukan pelatihan dan konsultasi penyusunan RBA oleh BPKAD; bendahara puskesmas tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai aturan, dan hal ini dikuatkan dengan tidak adanya konsultan; dan beban kerja meningkat bukan karena tugas pelayanan puskesmas (UKM dan UKP) tetapi lebih ke arah mengurusi keuangan yang sesuai peraturan PPK-BLUD [4]: 

Mengacu pada penelitian Suryawati, dkk (2018) yang mengungkapkan pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kota Semarang masih jauh dari harapan, karena banyaknya beberapa kendala. Penelitian ini menjadi dasar lanjutan dilakukan penelitian dan diperkuat dengan hasil identifikasi masalah di Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Ngesrep terkait PPK pada perencanaan penganggaran BLUD diketahui bahwa kedua puskesmas tersebut memiliki tenaga akuntansi yang memiliki kompetensi sesuai PPK BLUD untuk membantu bendahara. Selama ini hanya ada tenaga teknis di Puskesmas, yang tidak memiliki kompetensi administrasi keuangan BLUD (seperti perawat). Kebingungan puskesmas dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas terkait pengelolaan BLUD karena tidak yakin hal tersebut benar atau salah [5].

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Halmahera dan Ngesrep sebagai dua puskesmas perawatan di Kota Semarang. Kedua puskesmas ini diharapkan mampu melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik. Faktanya BLUD Puskesmas mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan anggaran, seperti kesulitan dalam membuat proyeksi dan serapan anggaran belum sesuai rencana. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang, Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari perencanaan anggaran, serta Menganalisis upaya mengatasi hambatan dari perencanaan anggaran. 

Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel penelitian perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas. Subjek meliputi Kepala Puskesmas, Kepala TU, Bendahara BLUD dan Penanggung Jawab Program Puskesmas Halmahera dan Ngesrep Semarang, serta Subbag Perencanaan dan Evaluasi, Subbag Keuangan dan Aset Dinkes Kota Semarang, dan BPKAD. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif
Hasil 
Perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas pada dasarnya salah satu fungsi dari manajemen puskesmas. Secara umum perencanaan puskesmas adalah usaha untuk merinci kegiatan-kegiatan upaya kesehatan dalam rangka mencapai status kesehatan masyarakat yang dikehendaki dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas pada dasarnya suatu proses kegiatan sistematis untuk menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh puskesmas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data yang akurat, serta diperoleh dengan cara dan dalam waktu yang tepat, maka akan dapat mengarahkan upaya kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

Perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data yang akurat, serta diperoleh dengan cara dan dalam waktu yang tepat, sehingga dapat mengarahkan upaya kesehatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan. Perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang merupakan proses manajemen yang melibatkan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling). Jadi, dalam penyusunan perencanaan anggaran tetap melibatkan fungsi manajemen lainnya seperti organizing, actuating dan controlling dimana ketiga hal tersebut tetap ditekankan pada fungsi perencanaan. Perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas sebagai berikut:
Tabel 1
Ringkasan Perencanaan Anggaran BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep ditinjau dari Fungsi Planning, Organizing, Actuating dan Controlling

	
	Puskesmas Halmahera
	Puskesmas Ngesrep
	Ket

	Planning 
	
	
	

	Tujuan penyusunan perencanaan anggaran
	Menyusun rencana anggaran program 1 tahun 
	Menyusun rencana program 1 tahun
	Sesuai 

	Dasar penetapan RBA
	· Mengacu RSB

· Anggaran berbasis kinerja 

· Tarif menurut Perwali

· Perkiraan kebutuhan dan pendapatan

· Pola anggaran fleksibel dengan persentase ambang batas tertentu dan SPM
	· Mengacu RSB

· Anggaran berbasis kinerja 

· Tarif menurut Perwali

· Perkiraan kebutuhan dan pendapatan

· Pola anggaran fleksibel dengan persentase ambang batas tertentu dan SPM
	Sesuai 

	Tahapan perencanaan

	1. Tahap persiapan
	Tim manajemen
	Tim manajemen
	Sesuai 

	2. Tahap analisis situasi
	· Tujuannya: memperoleh informasi keadaan dan masalah yang dihadapi

· Kegiatannya: rapat

· Data: data umum dan khusus dari luar maupun dalam puskesmas

· Hasil: kebutuhan anggaran untuk program
	· Tujuannya: memperoleh informasi keadaan dan masalah yang dihadapi

· Kegiatannya: rapat

· Data: data umum dan khusus dari luar maupun dalam puskesmas

· Hasil: kebutuhan anggaran untuk program
	Belum sesuai harapan, karena cenderung berorientasi pada kebutuhan anggaran dan identifikasi kebutuhan masyarakat dan masalah-masalah kesehatan yang ada

	3. Tahap penyusunan rencana usulan kegiatan
	Prosesnya:

· Mengevaluasi program yang sudah atau sedang berjalan

· Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil

· Menetapkan program dan program prioritas

Hasilnya: melanjutkan program yang berhasil dan program prioritas (dari kebutuhan puskesmas maupun Dinkes)
	Prosesnya:

· Mengevaluasi program yang sudah atau sedang berjalan

· Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil

· Menetapkan program dan program prioritas

Hasilnya: melanjutkan program yang berhasil dan program prioritas (dari kebutuhan puskesmas maupun Dinkes)
	Belum sesuai harapan, karena cenderung melanjutkan program-program yang sudah ada khususnya yang berhasil serta melaksanakan program prioritas (khususnya dari Dinkes)

	4. Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
	Dokumentasi RBA:

· Sumber pendapatan: kapitasi BPJS (sekitar 80% dari total pendapatan), APBD, tarif jasa, dan lain-lain. Tarif jasa sangat rendah

· Belanja: belanja operasi (sekitar 90% dari total belanja) dan belanja modal. Belanja operasi paling tinggi belanja barang, meski demikian belanja pegawai hampir sama dengan belanja peralatan dan mesin
	Dokumentasi RBA:

· Sumber pendapatan: kapitasi BPJS (sekitar 80% dari total pendapatan), APBD, tarif jasa, dan lain-lain. Tarif jasa sangat rendah

· Belanja: belanja operasi (sekitar 90% dari total belanja) dan belanja modal. Belanja operasi paling tinggi belanja barang, meski demikian belanja pegawai hampir sama dengan belanja peralatan dan mesin
	Puskesmas belum maksimal dalam mendapatkan sumber pendapatan, serta pengelolaan anggaran cenderung ditekankan pada belanja pegawai

	Organizing
	
	
	

	Struktur organisasi
	Terdapat struktur organisasi
	Terdapat struktur organisasi
	Struktur organisasi sesuai aturan

	Kejelasan uraian tugas
	Uraian tugas jelas
	Uraian tugas jelas
	Uraian tugas jelas

	Peran kerja
	· Kepala puskesmas memimpin penyusunan perencanaan anggaran

· Kepala TU mengkoordinir pelaksanaan perencanaan anggaran oleh Divisi Umum dan Divisi Keuangan

· Peran Kepala TU lebih dominan dibandingkan Kepala Puskesmas

· Penanggung jawab kurang aktif dalam memberikan usulan-usulan terkait perencanaan anggaran
	· Kepala puskesmas memimpin penyusunan perencanaan anggaran

· Kepala TU mengkoordinir pelaksanaan perencanaan anggaran oleh Divisi Umum dan Divisi Keuangan

· Peran bendahara dominan

· Penanggung jawab kurang aktif dalam memberikan usulan-usulan terkait perencanaan anggaran


	· Peran kerja dari masing-masing individu belum maksimal.

· Puskesmas Halmahera didominasi oleh peran Kepala TU, sedangkan Puskesmas Ngesrep didominasi oleh bendahara

· Penanggung jawab program dari Puskesmas Halmahera dan Ngesrep kurang terlibat aktif

	Actuating
	
	
	

	Actuating pada perencanaan anggara
	Wujud kepemimpinan kepala puskesmas
	Wujud kepemimpinan kepala puskesmas
	Wujud kepemimpinan kepala puskesmas

	Bentuk pengarahan
	· Petunjuk teknik

· Pentunjuk non-teknik

· Motivasi 
	· Petunjuk teknik

· Pentunjuk non-teknik

· Motivasi 
	· Petunjuk teknik

· Pentunjuk non-teknik

· Motivasi 

	Pelaksanaan pengarahan
	· Individual 

· Kelompok 

· Pengarahan secara pribadi atau diruang umum (seperti rapat)
	· Individual 

· Kelompok 

· Pengarahan secara pribadi atau diruang umum (seperti rapat)
	· Individual 

· Kelompok 

· Pengarahan secara pribadi atau diruang umum (seperti rapat)

	Hasil pengarahan
	· Pengetahuan bawahan meningkat sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan

· Bawahan tetap tidak memahami pengarahan sehingga tetap mengalami kesulitan

· Bawahan mencari solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi

· Partisipasi bawahan rendah
	· Pengetahuan bawahan meningkat sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan

· Bawahan tetap tidak memahami pengarahan sehingga tetap mengalami kesulitan

· Bawahan mencari solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi

· Partisipasi bawahan rendah
	· Pengetahuan bawahan meningkat sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan

· Bawahan tetap tidak memahami pengarahan sehingga tetap mengalami kesulitan

· Bawahan mencari solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi

· Partisipasi bawahan rendah

	Controlling
	
	
	

	Pelaksana controlling
	· Internal: Kepala Puskesmas dan Kepala TU (wewenang dari Kepala Puskesmas) ( Kepala TU lebih dominan dibandingkan Kepala Puskesmas

· Eksternal: Dinkes dan BPKAD
	· Internal: Kepala Puskesmas dan Kepala TU (wewenang dari Kepala Puskesmas) ( controlling Kepala TU kurang efektif

· Eksternal: Dinkes dan BPKAD
	· Internal: Kepala Puskesmas dan Kepala TU (wewenang dari Kepala Puskesmas) ( Kepala TU lebih dominan dibandingkan Kepala Puskesmas

· Eksternal: Dinkes dan BPKAD

	Bentuk-bentuk controlling
	· Supervisi

· Monev: rutin dilaksanakan langsung maupun tidak langsung
	· Supervisi

· Monev: rutin dilaksanakan langsung maupun tidak langsung
	· Supervisi

· Monev: rutin dilaksanakan langsung maupun tidak langsung

	Efektivitas controlling internal
	· Kurang efektif karena kepala puskesmas dan kepala TU cenderung percaya bendahara
	· Kurang efektif karena kepala puskesmas cenderung percaya kepala TU
	· Puskesmas Halmahera kurang efektif karena kepala puskesmas dan kepala TU cenderung percaya bendahara

· Puskesmas Ngesrep Kurang efektif karena kepala puskesmas cenderung percaya kepala TU

	Efektivitas controlling eksternal
	· Cukup efektif
	· Cukup efektif
	· Cukup efektif


Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesamaan dari perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep Semarang. Perencanaan anggaran kedua puskesmas tersebut pada dasarnya merupakan rincian rencana tahunannya berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada kebijakan Dinkes, yang mencakup fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), serta pengawasan dan pengendalian (controlling), dimana fungsi-fungsi tersebut belum maksimal. 

Planning merupakan kegiatan memilih fakta dan menghubungan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terkait hal ini, fungsi planning kedua BLUD Puskesmas belum efektif, karena hasil dari tahapan perencanaan belum sesuai harapan. Tahap analisis situasi hanya digunakan untuk pembahasan yang berorientasi pada kebutuhan anggaran, program yang direncanakan melanjutkan program yang sudah ada dan program prioritas dari Dinkes (dimana kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat atau masalah kesehatan di masyarakat), serta pengelolaan sumber pendapatan dan belanja belum optimal. Pendapatan ditekankan pada kapitasi BPJS dan APBD.

Organizing merupakan kegiatan menentukan, mengelompokkan, dan menyusun macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Asas-asas dalam pengorganisasian meliputi tujuan (the objective), pembagian kerja (departementation), penempatan tenaga kerja (assign the personel), dan pelimpahan wewenang (delegation of authority). BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep belum efektif. Kedua BLUD Puskesmas tersebut meski telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masing-masing tugas telah diuraikan dengan jelas dan rinci, namun pelaksanaan tugas dari masing-masing fungsi belum berjalan sesuai harapan. Kepala TU memiliki peran yang dominan dalam perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera, sedangkan bendahara memiliki peran yang dominan dalam perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Ngesrep. Sementara penanggung jawab masing-masing program di kedua puskesmas kurang maksimal atau partisipasi rendah

Actuating merupakan kegiatan menstimulasi dan memotivasi semua anggota bekerja keras mewujudkan tujuan organisasi. Kedua BLUD Puskesmas melakukan fungsi actuating melalui rapat-rapat. Kepala Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Ngesrep minimal menyelenggarakan rapat sebanyak empat kali dalam setahun (triwulan), dimana dalam kegiatan tersebut kepala puskesmas memberikan arahan, dorongan dan bimbingan kepada SDM. Oleh karena itu, kegiatan rapat tersebut penting dan strategis. Permasalahannya, rapat yang seharusnya dihadari oleh seluruh anggota tim manajemen, namun kadang-kadang terdapat anggota yang tidak hadir meski sedikit. 

Fungsi actuating yang dilakukan oleh kepala puskesmas pada dasarnya perwujudan dari kepemimpinan kepala puskesmas, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian petunjuk teknis dan non-teknis, serta motivasi. Fungsi actuating tersebut dilaksanakan secara individual maupun kelompok, baik secara pribadi (kepala puskesmas dengan bawahan) atau kelompok (kepala puskesmas berada dalam rapat atau forum). Fungsi actuating belum efektif karena masih terdapat bawahan yang tidak bisa memahami maksud pengarahan, sehingga tetap mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk hal tersebut, bawahan selajutnya mencari solusi sendiri dengan belajar dari materi diklat, buku-buku atau sharing dengan rekan kerja dari puskesmas lain. Selain itu, fungsi actuating belum efektif ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi bawahan untuk terlibat dalam memberikan tanggapan atau usulan atau ide-ide terkait penyusunan rencana anggaran.

Controlling adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Controlling terkait kegiatan perencanaan anggaran pada dasarnya fungsi manajemen yang berkesinambungan untuk memberikan rekomendasi dalam melakukan tindakan koreksi kepada pimpinan puskesmas dan stakeholders lainnya. Hasil dari fungsi controlling ini adalah informasi yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan tindakan lanjut, khususnya terkait perencanaan anggaran.

Controlling BLUD Puskesmas dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh Direktur BLUD Puskesmas (Kepala Puskesmas) atau pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur BLUD Puskesmas. Sementara pengawasan secara eksternal dilakukan oleh beberapa pihak, seperti Dinkes dan BPKAD.
Fungsi controlling secara internal belum efektif, sedangkan secara eksternal sudah cukup efektif. Secara internal fungsi controlling dilakukan oleh kepala puskesmas dan kepala TU (wewenang dari kepala puskesmas), dimana untuk BLUD Puskesmas Halmahera kurang efektif karena peran kepala TU lebih dominan dibandingkan kepala puskesmas, serta kedua pimpinan tersebut percaya bendahara; sementara peran kepala TU BLUD Puskesmas Ngesrep kurang maksimal, dan percaya penuh kepada bendahara. Fungsi controlling terkait perencanaan anggaran dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan monev, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, fungsi controlling di Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Ngesrep telah dilaksanakan meskipun belum maksimal, karena kemampuan manajerial kepala puskesmas yang cenderung kurang. Bendahara kedua puskesmas untuk mengontrol keputusan-keputusannya dengan sharing antar bendahara puskesmas-puskesmas Kota Semarang yang tergabung dalam group WhatsApp. 
Sementara fungsi controlling eksternal oleh Dinkes Kota Semarang cukup efektif karena penyusunan perencanaan keuangan cenderung selesai tepat waktu dan sesuai format yang berlaku, meskipun tetap ada revisi (khususnya jumlah anggaran). Fungsi controlling yang dilakukan oleh Dinkes Kota Semarang sebagai verifikator. Fungsi controlling eksternal oleh BPKAD kurang efektif, kecuali kegiatan pengendaliannya dalam bentuk diklat dan konsultasi memberikan manfaat positif bagi puskesmas berupa peningkatan pengetahuan dan mendapatkan arahan mengatasi kesulitan dalam penyusunan perencanaan anggaran.

Faktor pendukung dari perencanaan anggaran BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep berasal dari kekuatan internal organisasi dan faktor peluang dari luar organisasi. Adapun faktor pendukung tersebut adalah (1) aspek pelayanan (UKP, UKP dan tindakan operatif terbatas; terjadinya peningkatan kunjungan pasien, mampu melayani PONED, lokasi strategis; (2) SDM (kepala puskesmas memiliki komitmen tinggi, ada program diklat SDM, award tenaga kesehatan); (3) keuangan (sumber pendanaan kontinyu); (4) dukungan Dinas Kesehatan Kota.

Upaya mengatasi hambatan dari perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang mencakup upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi merekrut tenaga non-ASN yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan untuk membantu kinerja bendahara puskesmas dan adanya group WhatsApp antar bendahara puskesmas se-Kota Semarang yang dapat menjadi tempat sharing terkait pengelolaan BLUD. Sementara, upaya eksternal meliputi tim verifikator dari Dinas Kesehatan Kota, klinik konsultasi keuangan dan supervisi Dinas Kesehatan Kota

Kesimpulan 
1. Perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang mencakup fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) serta pengawasan dan pengendalian (controlling), dimana fungsi-fungsi tersebut belum maksimal. Fungsi planning kurang efektif karena hasil dari tahapan perencanaan belum sesuai harapan, yaitu tahap analisis situasi hanya digunakan untuk pembahasan yang berorientasi pada kebutuhan anggaran, program yang direncanakan melanjutkan program yang sudah ada dan program prioritas dari Dinkes, serta pengelolaan sumber pendapatan dan belanja belum optimal. Pendapatan ditekankan pada kapitasi BPJS dan APBD. Fungsi organizing kurang efektif, karena meski telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masing-masing tugas telah diuraikan dengan jelas dan rinci, namun pelaksanaan tugas dari masing-masing fungsi belum berjalan sesuai harapan. Fungsi actuating kurang efektif karena meski telah dilaksanakan pengarahan dalam bentuk pemberian petunjuk teknis dan non-teknis, serta motivasi; masih terdapat bawahan yang tidak bisa memahami maksud pengarahan, sehingga tetap mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, bawahan mencari solusi sendiri atas masalah kerja yang dihadapi. serta partisipasi bawahan untuk terlibat dalam memberikan tanggapan atau usulan atau ide-ide terkait penyusunan rencana anggaran rendah. Fungsi controlling dilaksanakan secara internal dan eksternal. Secara internal belum efektif karena kepala puskesmas dan kepala TU cenderung percaya penuh terhadap bendahara akibat kemampuan di bidnag keuangan yang kurang memadai. Sementara fungsi controlling eksternal oleh Dinkes Kota Semarang cukup efektif karena penyusunan perencanaan keuangan cenderung selesai tepat waktu dan sesuai format yang berlaku, meskipun tetap ada revisi (khususnya jumlah anggaran) (Dinkes Kota Semarang berfungsi sebagai verifikator terkait penyusunan perencaan anggaran). Fungsi controlling eksternal oleh BPKAD kurang efektif, kecuali kegiatan pengendaliannya dalam bentuk diklat dan konsultasi memberikan manfaat positif bagi puskesmas berupa peningkatan pengetahuan dan mendapatkan arahan mengatasi kesulitan dalam penyusunan perencanaan anggaran.
2. Faktor penghambat dari perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang (1) aspek regulasi (berubah-ubah), (2) aspek pelayanan (belum sesuai SOP, sistem pelayanan puskesmas belum berjalan sesuai harapan), (3) SDM (kuantitas dan kualitas, distribusi SDM tidak merata), (4) keuangan (pendapatan belum terdistribusi dengan baik, anggaran berpusat pada skala prioritas, sistem keuangan rumit), (5) sarana prasarana terbatas (jumlah ruang rawap inap dan pemeliharaan belum optimal), (6) kepemimpinan (kemampuan manajerial/kepemimpinan belum maksimal), (7) manajeman puskesmas (program belum merata dan penekanan pada tindakan kuratif). Sementara faktor pendukung dari perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang (1) aspek pelayanan (UKP, UKP dan tindakan operatif terbatas; terjadinya peningkatan kunjungan pasien, mampu melayani PONED, lokasi strategis; (2) SDM (kepala puskesmas memiliki komitmen tinggi, ada program diklat SDM, award tenaga kesehatan); (3) keuangan (sumber pendanaan kontinyu); (4) dukungan Dinas Kesehatan Kota.
3. Upaya mengatasi hambatan dari perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang mencakup upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi merekrut tenaga non-ASN yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan untuk membantu kinerja bendahara puskesmas dan adanya group WhatsApp antar bendahara puskesmas se-Kota Semarang yang dapat menjadi tempat sharing terkait pengelolaan BLUD. Sementara, upaya eksternal meliputi tim verifikator dari Dinas Kesehatan Kota, klinik konsultasi keuangan dan supervisi Dinas Kesehatan Kota
Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Puskesmas

a. Kepala Puskesmas, disarankan untuk meningkatkan managemen keuangan (planning, organizing, actuating dan controlling) melalui diklat, kursus. Secara khusus penting untuk meningkatkan partisipasi anggota tim manajemen keuangan supaya perencanaan anggaran efektif dan efisien.

b. Kepala TU sebagai manajer keuangan, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang budgeting sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajerialnya terkait perencanaan anggaran.

c. Bendahara karena tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi (akuntansi) disarankan untuk mengikuti diklat akuntansi keuangan sektor publik sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam pelaporan dan pencatatan keuangan puskesmas.

d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi penanggung jawab program dalam penyusunan rencana anggaran melalui kegiatan pelatihan.

2. Dinkes Kota Semarang

a. Dinkes Kota Semarang bersama dengan BPKAD dan Puskemas menyelenggarakan workshop atau lokakarya untuk menyamakan persepsi mengenai Puskesmas BLUD dan menyusun panduan yang spesifik terkait penyusunan dokumen dan laporan yang dibutuhkan pada Puskesmas BLUD, seperti RSB, RBA, dan laporan keuangan.

b. Dinkes Kota Semarang mendorong segera diterbitkan payung hukum mengenai beberapa teknis di Puskesmas BLUD.

c. Dinkes Kota Semarang menyelenggarakan pelatihan khusus terkait keuangan dan administrasi Puskesmas BLUD.

d. Dinkes Kota Semarang memfasilitasi Puskesmas BLUD untuk merekrut tenaga akuntansi untuk membantu pelaporan dan administrasi di Puskesmas BLUD.

3. BPKAD meningkatkan materi diklat keuangan bagi BLUD Puskesmas, khususnya yang ditujukan oleh Kepala Puskesmas, Kepala TU dan Bendahara supaya kompetensi dan keterampilan dalam perencanaan anggaran meningkat.
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